
GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAN GUBERlfUR LAMPUNG 
NOMOR 1'1 TABUN 2014 

TENTANG 

POLA HUBUNGAN KERJA ORGANlSASI PERANGKAT DAERAH
 
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
 

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA 

,-- GUBERNUR LAMPUNG, 

Menlmbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014, Nomor 3 Tahun 
2014, Nomor 4 Tahun 2014 dan Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 11 Tahun 2009, Nomor 12 Tahun 2009, 
Nomor 13 Tahun 2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tataketja Perangkat Daerah Provinsi 
Lampung, untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik 
diperlukan keselarasan, keterpaduan dan keserasian 
pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, perlu disusun 
pola hubungan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tersebut di atas, dan untuk mengoptimalkan 
dalam pelaksanaannya agar lebih berdayaguna dan 
berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur 
tentang Pola Hubungan Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang­
Undang Nomor 25 tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang­
Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 



Memperhatikan 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 
Tahun 2014; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah. 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah; 

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 3 Tahun 2009 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung. 

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah 
Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
Nomor 2 Tahun 2014; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 12 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan 
Perencanaan Pernbangunan Daerah Provinsi dan Lembaga 
Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 3 Tahuu 2014; 

11.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 
tcntang Organisasi dan Tatakerja DinasDinas Daerah 
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
N01110r 4 Tahun 2014; 

12.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 
tentang Orgarrisasi dan Tatakerja Lernbaga Lain sebagai 
Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nornor 5 Tahun 
2014; 

1.	 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 32 Tahun 2010 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat 
Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 
Lampung Nornor 67 Tahun 2014; 

2.	 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan 
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana 
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014; 

3.	 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34 Tahun 2010 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas-Dinas 
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah 
bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 
Lampung Nomor 69 Tahun 2014; 



Menetapkan 

4.	 Peraturan Gubemur Lampung Nomor 35 Tahun 2010 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Lembaga 
Lain sebagai Bagian dan Perangkat Daerah Provinsi 
Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 
2014. 

MEMUTUSKAJ."i: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN 
KERJA A..1IJTARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI 
LINGKUIfGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG. 

BAH I . 
KETENTUAN UMUM 

Pasa11 

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Provinsi Lampung. 
2.	 Pernerintah Daerah adalah Gubemur dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. 

3.	 Gubemur adalah Gubemur Lampung. 

4.	 Wakil Gubemur adalah Wakil Gubernur Lampung. 

5.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Lampung. 

6.	 Staf Ahli C'uberrrur adalah tcnaga yang ditugaskan untuk 
membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas 
memberikan telaahan yang berasal dari Pegawai Negeri 
Sipil, 

7.	 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD, 
Inapektorat, Badari Pereucanaan Pernbangunan Daerah, 
Lembaga Teknis Daerah, Dinas-Dinas Daerah dan 
Lernbaga lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah 
Provinsi Lampung serta satuan kerja lainnya. 

8.	 Unit Kerja adalah Biro-Biro di Lingkungan Sekretariat 
Dueruh Provirnsi Larnptrng. 

9.	 Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tatakerja 
antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan 
pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja. 

10. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di lingkungan Pernerintah Provinsi 
Lampung. 

11. Koordinasi adalah 'upaya memadukanjmengintegrasikan, 
menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan 
dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka 
pencapaian tujuan dan sasaran bersama. 

12. Pihak lain adalah Instansi vertikal, Badan Usaha Milik 
Daerah, lernbaga-lembaga lain yang terkait dengan 
penyelenggaraan pemerintahan. 



13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 
depan yang tepat me1alui urutan pili han dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. 

14. Pengendalian adalah segala usaha dan kegiatan untuk menjamin 
serta mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat 
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan atau hasil 
yang dikehendaki serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

15. Program adalah irrstr......urncn kebijakan yang bcrisi satu atau lebih
 
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
 
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh
 
alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
 
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 

16.Tugas Pembantuan adalah pcnugasan dan pemerintah kepada
 
daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan
 
tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana
 
serta sumber daya manuaia dengan kewajiban melaporkan
 
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang
 
menugaskan.
 

17. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas,
 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil
 
dalarn satuan organisasi yang dalarn pe1aksanaan tugasnya
 
didasrkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta
 
bersifat mandiri.
 

BAH II
 
PRINSIP DAN POLA HUBUNGAN KERJA
 

Bagian Kesatu
 
Prinsip dan Pola Hubungan Kerja
 

Paragraf 1
 
Prinsip Hubungan Kerja
 

Pasal2
 

Prinsip hubungan kerja antar perangkat daerah: 
a.	 saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja
 

pe1ayanan publik yang berke1anjutan;
 
b.	 saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang
 

masing-masing perangkat daerah;
 
c.	 saling rnemberikan manfaat; dan 
d.	 saling rnendorong kernandirian rnasing-masing perangkat daerah
 

yang mengacu pada peningkatan kemarnpuan penyelenggaraan
 
tugas pemerintahan.
 

Paragraf 2
 
Pola Hubungan Kerja
 

Pasal J 

(1)	 Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang perangkat daerah 
dilakukan melalui hubungan kerja meliputi: 
a.	 konsultatif; 
b.	 kolegial; 
c.	 fungsional; 
d.	 struktural; dan 
c.	 koordinatif, 



(2)	 Pelaksanaan hubungan kerja sebagairnana dirnaksud pada ayat (I), 
rnernperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan 
t~ptprr.Cl,..hl0n 
£a....- .. 'L<' .. l"' .....~ .....~...... 

Bagian Kedua
 
.Jenis-jenis Hubungan Kerja
 

Paragraf 1 
Hubungan Kerja Konsultatif 

Pasal4 

(I)	 Hubungan kerja konsultatif sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 
ayat (I) huruf a dimaksudkan untuk menyarnakan persepsi dalam 
rnelaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi 
perangkat daerah rnasing-rnasing. 

(2)	 Hubungan kerja konsultatif dilakukan rnelalui kegiatan antara lain; 
a.	 perencanaan; 
b.	 perurnusan kebijakan; 
c.	 pernutakhiran data; dan 
d.	 penyelesaian tugas dan fungsi. 

(3)	 Hubungan kerja konsultatif sebagairnana dirnaksud pada ayat (I), 
dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara 
hpTlpnl!:;na
-. --j ~~.J-a .~. 

Paragraf 2
 
Hubungan Kerja Kolegial
 

Pasal5
 

(I)	 Hubungan kerja kolegial sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) huruf 

a.	 rnenurnbuhkan rasa kebersarnaan dan kernitraan dalarn 
rnelaksanakan beban kerja dan tanggungjawab bagi peningkatan 
produktifitas dan kinerja; dan 

b.	 rnengernbangkan sernangat kebersarnaan dan rnengontrol 
otoritasisnisrne struktural yang urnurnnya berkernbang dalarn 
hubungan struktural yang cenderung terpusat. 

(2) Hubungan kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan 
musyawarah dan tanggungjawab bcrsama, 

Paragraf3
 
Hubungan Kerja Fungsional
 

Pasal6
 

(I)	 Hubungan kerja fungsional sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 
ayat (I) huruf c dirnaksudkan untuk rnernberikan peran substansial 
secara fungsional dalarn mclaksanakan tugas dan fungsi perangkat 
daerah masing-masing. 

(2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kornpetensi dan 
kernandirian dalarn rnelaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. 

Paragraf s 
Hubungan Kerja Struktural 

Pasal 7 

(1) Hubungan kerja struktural sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 3 
ayat (1) huruf d, dirnaksudkan untuk rnengernbangkan kepernirnpinan 
secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan 
wewenangnya secara bertanggungjawab. 



(2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap 
memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, 
kornpreherisif dan tidak mernentingkan kepentingan wewenang pada 
unit organisasi. 

Paragraf 5
 
Hubungan Kerja Koordinatif
 

Pasa18 

(1)	 Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 
ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan 
sernangat kemitraan yang sinergi dan terpadu dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat 
daerah masing-masing, 

(2)	 Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan untuk menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas 
dan efisiensi. 

(3)	 Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih program dan 
kegiatan serta menjarnin keselarasan program dan kegiatan antar 
perangkat daerah. 

Pasal9 

Hubungan kerja koordinatif meliputi: 
a. koordinasi hierarkis inter sektoral yang dilaksanakan dalam unit 

organisasi oleh pimpinan di bawahnya; 
b. koordinasi fungsional/Iintas sektoral yang dilaksanakan antara 

instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan 
berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan 

c. koordinasi instansional/rnultieekoral, koordinasi yang dilaksanakan 
dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara 
instansional. 

PasallO 

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf c, meliputi: 
a. perumusan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi 

semua perangkat daerah; 
b. penyusunan rencana strategis yang melibatkan semua perangkat 

daerah; 
c. Integrasi dan sinkronisasi program perangkat daerah melalui rapat 

koordinasi; 
d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang 

bersifat lintas perangkat daerah; 
c. pcrnbcntukan gu.gu.s kcrja yang mclibatkan bcrbagai instansi tcrkait 

untuk menangani berbagai persoalan yang dipandang perlu 
dipecahkan secara bersama; 

f.	 pembentukan badan/Iembaga/wadah yang diperlukan untuk 
menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; 
dan 

g. penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi 
pelaksanaan program dan keiPatan perangkat daerah. 



Pasal 11 

Dalarn koordinasi hierarkiaj intersektoral sebagairnana dirnaksud 
caiam Pasai 9 huruf a, setiap pirnpinan unit kerja dalam unit 
organisasi bertanggungjawab: 
a.	 rnenetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedornan tatalaksana 

pelaksanaan tugas bawahannya; 
b.	 rnernbina dan mengawasi bawahannya; 
c.	 rnp.n"p.rnhfln"knn nfln rnernberdnvnknn fllngRi dnn kornpetr-nai 

~ ~	 " 
bawahannya; dan 

d.	 rnernberikan birnbingan, petunjuk, pendelegasian atau kepercayaan 
kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. 

Pasal12 

Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk rnernbahas kebijakan 
dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi. 

Pasal13 

(1)	 Untuk terselenggaranya hubungan kerja, setiap organisasi 
perangkat daerah dapat rnengernbangkan SIStern informasi terpadu, 
terbuka dan dapat diakses oleh publik. 

trvv	 Q~ + ; ; ..-1, • ..-1 ..-1;1 1 ,,1 dcng~n Ifl,crnanfaatkan 
~£J }	 UJ..::t L\...J.J.J. .l.l.l.lU.l .l.l.lu.::tJ. LvJ. yauLl LlayaL LL.l.la..n..LL.n..a.J..l .. LO..A....&. .... 

teknologi informasi yang tersedia. 

,....,. I 1 A 

rascu 1'+ 

(1) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan dengan ketentuan: 

a.	 Sekretaris Daerah mernbantu GubernurfWakil Gubernur dalam 
rnenyusun kebijakan pernerintahan daerah, rnengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas perangkat daerah, rnernantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah serta 
melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah 
daerah; 

b. Sektretaris Daerah dalam rnelaksanakan tugas merumuskan 
kebijakan dan mengkoordinasikan, membina, memantau dan 
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pada perangkat daerah 
sesuai dengan bidang tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris 
Daerah. 

(2)	 Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas 
mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah, sebagai 
berikut: 

a.	 ABisten Bielang Pemerintahan, memba_hi: 
1) Biro Tata Pernerintahan Urnum; 
2) Biro Otonorni Dacrah; dan 
3) Biro Hukurn. 

mengkoordinasikan tugas dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yaitu: 

1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
T	 __ •~	 ,~ __

.l.Ja..LJ.J.y LLJ.J.f:" 

2)	 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; 
3)	 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa; 
4)	 Satuan Polisi Pamong Praja; dan 
5) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. 



b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi: 
1) Biro Perekonomian; dan
 
2) I3iro ..Administrasi Pernbangunan.
 

mengkoordinasikan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yaitu: 

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
2) Badan Pene1itian dan Pengembangan Inovasi Daerah; 
3) Badan Penanarnan Modal dan Pelayarian Perizinan Terpadu 

Daerah; 
4) Badan Ketahanan Pangan Daerah; 
5) Badan Pengelolaan Lingkungau Hidup Daerah; 
6) Dinas Perhubungan; 
7) Dinas Komunikasi dan Infonnatika; 
81 Dinas Koperasi Usaha Mikro KeciI dan Menengah; 
9) Dinas Perindustrian; 
10) Dinas Perdagangan; 
11) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 
12) Dinas Bina Marga; 
13) Dinas Pengairan dan Pernukiman 
14) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; 
15) Dinas Kehutanan; 
16) Dinas Perkebunan; 
17) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 
18) Dinas Kelautan dan Perikanan; 
19) Dinas Pertambangan dan Energi; dan 
20) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan 

dan Kehutanan. 

c) Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 
1) Biro Bina Sosial; dan 
2) Biro Bina Mental. 

mengkoordinasikan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yaitu: 
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 
2) Dinas Kesehatan; 
3) Dinas Sosia1; 
4) Dinas Pemuda dan Olahraga; 
5) 
.--,

0) 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
T"o. 1 ...... 1 1....... 1 oauau rt:lllUt:ruayaau r-erernpuan uan 1'"'1 I' I r erunuungan .. ak 

JUl' 

Daerah; 
7) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek; 
8) Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 
9) Rumah Sakit Jiwa. 

d) Asisten Bidang AdJDiDistallli Umum, membawahi: 

1) Biro Umum;
 
2) Biro Hubungan ~..Iaeyarakat dan Protokol;
 
3) Biro Keuangan;
 
4) Biro Perlengkapan dan Aset Daerah; dan
 
5) Biro Organisasi.
 

mengkoordinasikan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yaitu: 
1) Dinas Pendapatan; 
2) Badan Kepegawaian Daerah; 
3) Badan Pendidikan dan Latihan Daerah; 



4) Badan Pengelolaan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi 
Daerah; 

t::::l'-'I 0 ...... .....1 ...... _ n .... _ ........ l .... 1......... 
J..Jaua..J..1.1 L.1 VVaAJ.J.cu.J. 

n .................. _ ...... l.. 
J. L.UJ.LJ..'uJ.La.J..1 

Tl-...... TT .. _ ..... 

.1 J. UV.l.l.1,;:).1 
.....I.; T...... 1......._ ........ 
U.1 Ua.Acu. La., 

6) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Lampung; 
7) Kantor Sandi Daerah; dan 
8) Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa. 

D'1l;·.,l 1 c:::;,
.I. u,.u............ v
 

(1)	 Dinas daerah mengkoordinasikan perumusan dan pe1aksanaan 
kebijakan yang bersifat teknis operasional sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

(2)	 Lembaga Teknis Daerah mengkoordinasikan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

(3)	 Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah 
mengkoordinasikan perumusan dan peiaksanaan kebijakan yang 
bersifat tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4)	 Bagan struktur pola hubungan kcrja Satuan Kcrja Pcrangkat 
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal16 

(1)	 Dalam pelaksanaan huhungan keria koordinatif, Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang mempunyai program dan kegiatan yang 
sumber pendanaannya berasal dari lembaga non Pemerintah 
dan/ atau Ncgara asing wajib melaporkan pclaksanaan program dan 
kegiatan kepada Gubernur me1alui Sekretaris Daerah. 

(2)	 Huhungan keria koordinatif Satnan Keria 
.I 

Peranckat Daerah dnnat 
.I.J	 U 

dilaksanakan secara: 
a.	 Periodik yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan 

dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala; dan 

b.	 Insidental yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan 
sesuai dengan kebutuhan. 

DAB III 

POLA HUDUNGAN KERJA DALAM KERJA SAMA 

Pasal17 

Perangkat daerah me1akukan observasi, penjajakan kelayakan, 
konsultasi dan koordinasi dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan 
efektivitas keterpaduan pelayanan publik serta kepentingan masyarakat 
dalam melakukan kerjasarna antar daerah. 

Pasal18 

Perangkat daerah yang melakukan kerjasama perlu memperhatikan 
Standar Operasional Prosedur sesuai dengan peraturan perundang­
undangan yang hart Is dipenuht dengan persyaratan Standar Pelayanan 
Minimal. 
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KETENTUANPENUTUP
 

Pasal19 

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antar perangkat daerah dalam 
penyelenggaraan kerjasarna, Sekretaris Daerah 
untuk penyelesaian. 

(2) Koordinasi penyelesaian sebagairnana dirnak
dilaksanakan secara cepat, transparan dan adil. 

rnelakukan 

sud pada 

koordinasi 

ayat (1) 

Pasal20 

(1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja, setiap organisasi perangkat 
daerah dapat rnengernbangkan sistern inforrnasi terpadu dan dapat diakses 
oleh publik. 

(2)	 Sistern Inforrnasi terpadu dapat dilakukan dengan rnernanfaatkan teknologi 
inforrnasi yang tersedia. 

Pasal21 

Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengetahuinya rnernerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Lampung. 

PARAF KOORDINASI 
1 WAKIL GUBERNUR 

~2 SEKDA. PROVINSI 
3 ASS. BID. PEM. 
4 ASS. BID. EK BANG 
5 ASS. HID. KESRA , :.55.SIi) UMUM U 
7 • 
6 I¥>vo Qr9""": S...c -g 
9 , 

" 61~OH:JKUM 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 2014 

GUBERNUR LAMPUNG, 

M.1JCARDO 
Diundangkan di Telukbetung 
pada tanggal 2014 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

,. 

Ir. ARINAL DJUNAIDI
 
Pembina Utama Madya
 

NIP. 195606171985031005
 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR : 
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B~ STRUKTUR POLA. HlJBUl(GAR KERJA SATUAR KERJA DALAM LAMPlRAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
IlliitELENGGARAAN PEMERnrTAHAJI DAERAH DI LIRGKUlIGAR NOMOR: TAHUN 2014 
PBMERDiTAR PROVJllSI LAMPOJIG TANGGAL :	 2014 

M/lruKerjD 
DPRD 

WAKIL GUBERNUR 
.•...........•................•......•... GUBERNUR 

1
INeTANSI VERTIKAL I	 I ..........................••
 ~ 

SEJlIRETARIAT DARRAH .•...•......................
 ·I ··························I·~······················· · · · ·[ INSPEKTORAT I STAF AHLI GUBERNUR I · · 
I · 

SEKRETARIATAslsten Bldang Aslsten Bldang Aslsten Bldang ... · ...	 · 
Aslsten Bldang ... 

DPRD'" Pemerintahan Perekonomian dan PembanR\lDaD. Kesetahteraan Rakvat 1 Admlnlstrasl Umum 
I 

Biro Tata Pemerintahan Vmum I 
Biro Otonomi Daerah 

Biro Hukum	 

BiroUmumf- Biro Perekonomian Biro Bina Sosial f­..	 Biro Humas dan ProtokolBiro Administrasi Pembangunan Biro Bina Mental 
14iro Perlengkapan dan Aset Deerah 

Biro Keuangan 

- Biro Organisasl . .••..•.................•...........................•.......•.....
 l·················· ••••..•..•••••..........................
 ... ..	 • 
• 

1. Sekretariat DPRD Prcvlnsi. 

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Daerah. 

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa. 

4. Satuan Polisi Pamong Praia.... 
5. Kornisi	 Penyiaran Indonesia 

Daerah, 

(eterangan: , Garis lini .........
 , Garis Koordinasi 
: Garis Pertanaeunzlawaban 

( 

...
 

1.	 BadanPerencanaan Pembangunan Daerah. 
2.	 BadanPenelittandan Pengembangan lnovesi Daerah, 
3.	 BadanKetahananPangan Daereh. 
4.	 Badan Penanaman MlJdal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Daerah, 
5.	 BadanPengelulaanLingkungan Hidup Daerah. 
6.	 DlnasPerhubungan 
7.	 DinasKomunikasi dan Infonnatika. 
B.	 DinesKoperasiUMKM. 
9.	 Dinas Perindustnan, 
10. DinasPerdegangan. 
11. DinasPariwisata dan EkonomiKreatif. 
12. DinasBina Marga. 
13. DinasPengalran dan Pemukinan. 
14. DinasPertaruan Tanaman Pangandan Hortikultura. 
15. DinasKehutanan. 
16. ninll Perkebunan. 
17. DinasPeternakan dan KesehtanHewan. 
18. DinasKelautandan Perikanan. 
19. DinesPertambangan dan znergt. 
20. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan pertanian 

Perikanandan Kehutanan, 

• 

" 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 

1. 

Dlnas Kesehatan. 
Dtnas Pendidikandan Kebudayaan. 

2. 
Dinas Scstal. 3. 
Dtnas Pemuda dan Olahraga. 
Dtnas Tenaga Kerja dan Transmigrasl. 4. 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlt ndungan Anak Daerah. 
Rumah Sakit Umurn Daerah dr. Hi. 5. 
Abdul Moeloek. ~ .. 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah. 6. 
Rumah Sakit Jiwa. ,1 

7. 
8. 

PARAFK( OR NA. I 
1	 WAKIL GUBERNU I"'U" 
2 SEKDA. PRO~NSI 

"
 
4 ASS. BID. EK BANG 
5 ASS. BID. KESRA 
6 ASS. BID. UMUM "
 'f'" 
7 , 
8 lr:M1 ~ 1""0' ~ 
9 

10 BIRO HUKUM r. J 

•
 
Dfnas Pendapatan.
 
Badan Kepegawatan Daerah.
 
Badan Pendidikandan
 
Latihan Daerah.
 
Badan Pengelolaan
 
Perpustakaan Arsip dan
 
Dokumentasi Daerah.
 
Dadan Perwakilan
 
Pemerintah Provinsi dt
 
Jakarta.
 
Sekretariat Dewan Pengurus
 
KORPRI Provinsi Lampung.
 
Kantor Sandi Daerah.
 
Unit Layanan Pengadaan
 
Barang jasa.
 

~o
 
Ill. R1DHO FICARDO 
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